BUPATI SOLOK

PERATURAN EUPATI SOLOK
NOMOE W TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDURAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA HUBUNGAN KER. I
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang @ a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S
ayvat (1) Peraturan Dacrah Kabupaten Solol Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentulkan dan Susunan
Peranglkat Daerah, telah diletapkan Peraturan
Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Bedudukan, Susunan  Organisasi, Tupas  dan
Fungsi serta Tata Kerjo Staf Ahli;

. bahwa Stal Ahli dalam kedudukannyn  sebapai
pembantu Bupati perlu secara sinergl, scloris,
cdan terpadu dolam melaksonakan tugns untuk
mendukung tugas penyelenggarann pemerintahan
Dacrah:

¢, bahwa dengan ditetapkannya Peraluran Menteri
Dalam Neperi Momor 134 Tahun 2018 tenlang
Kedudokan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Komperensi Staf Ahli Kepala Daerah, terhadap
Peraturan Bupati sebagal mana dimaksud pada
huruf a, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana
dimaksud dalam huraf &, huraf b, dan huraf ¢,
perfu  menetapkan  Peraturan  Bupari lentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata

hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;



Mengingat ]

o

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Linglungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

MNomor 25);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undong
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negora  Republik  Indonesia
Tabhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor H6749);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi  Pemerintahan {Lemboaran  Nepara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5601}

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004
tentang  Pemindahan  Ibukora Kabupaten Solok
darn Wilayah Kota Solok ke Kayu Arc-Sukarami
(Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Nepara Wilayah Republile Indonesia
Nomor 4447);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkal Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114,
Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemernntah Nomor 72 Tabun 2019



Menetapkan

£,

=]

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 6302);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang  Manajemen  Pegawal  Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6037,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun

2018 tentang Kedudukan, ‘l'ata Hubungan Kerja
dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
Peraturan Daerah Kabupalen Solok Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pembentulian dan Susunan
Perangkal Dasrab [(Lembaran Doaerah Kabupaten
Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaroan

Daerah Kabupalen Solok Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSIL, SERTA TATA HUBUNGAN KERJA STAF
AHLI BUPATI.

BAR I
LETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupall i, vang dimaksud dengan:

. Dacrah adalah Kabupaten Solok,

. Buparti adalah Bupati Salolk,

Pemerintahan Daerah acalah Pemerintahan

Kabupaten Solok.

Pemerintalhh Daerah adalah  Pemerintah  Daerah

Kabupaten Solok,

Seloretariar Daeralh  adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Solok.



-

. Sekretaris  Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Solok

. Staf Ahli Bupati vang selanjutnya disebut Stal Ahli

adalah unsur pembantu Bupati vang mempunyai
tugas memberikan rekomendasi lerhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuail dengan keahliannya.
Peranghkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah dalam
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  vang
menjadi kewenangan Daerah.
Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan  tata
hubungan kerja Staf Ahli denpgan unit kerja lainnya
dalam bentuk  konsultatil, kolegial, fungsional,
struktural dan koordinatil,
BAE 11
KEDUDURKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Baginn Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Staf Ahli berkedudulkan scbagni unsur pembantu
Bupati  yang  berkeducdukan  dibawah  dan
bertanggung jawab kepada Bupafi dan secara

administraul dikoordinasikan oleh Sekrotaris Dacrah.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Staf Ahli terdiri dari:

a, 3tal Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunuan; dan

c. Stal Ahli Bidang Kemasyvarakatan dan Sumber

[Yayva Manusia.



(2) Susunan Organizasi Staf Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan
komunikasi  kepada Bupali alas  permasalahan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidangnyva,

(2] Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucd
dalam ayat (1) Staf Ahli menvelengeparakan [ungsi:

a. pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi di
bidang pemerintahan, hukum dan politik;

b pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi i
bidang ckonomi, keuangan dan pembangunan;

¢, pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi di

bidang kemasvarakatan don sumber daye manusia;

Bagian Kedua
stal Ahl Bidang Pemerintahan, Hukuwmn dan Politile
Pasal 5

Untule mielaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayar [2) hurul a, Stal Ahli Bupati Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Polittk mempunyai tapas,
baik diminta dan/atau tidak diminta memberikan
saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati
dalam pengambilan dan  pelaksanaan  kebijakan di
bidang pemerintahan, hukum dan  politik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi:
a. pengembangan serta peningkatan penyelenpparaan

pemerintahan umum dan otonomi daerah;



b. administrasi Pemerintahan Daerah dan administrasi

umum;
c. kerjasama antar daerah;
d. pertanahan/ keagrarian dan batas wilayvah;
e. kelentraman dan ketertiban;

. penvelengoaraan pelayanan publik;

#. kelembagaan dan keinspekioratan;

h. pelaksanaan penegakan peraluran dacrah dan polisi
PAmong praja;

L. hukum dan peraturan perundang-undangan;

J. penyelesaian sengkela pemerintahan daerah;

k. hubungan antar lembaga dan politik;

. pendidikan politik;

m. pembinaan kehidupan berbangsa dan hernegara;

n, perlindungan masyarakat;

0. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

p. kearsipan dan kepustakeaan; dan

€. statistik dan persandian,

Pasal &

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 5 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik melalkulan langkah kerja sebagai

berikut:

g, mengumpulkan bahan dan data (erkail dengan
perkembangan situasi pemerintahan, hukum dan
politik sebapal bahan kajian;

b, melakukan monitoring situasi dan kondisi yvang
terjadl di masyarakat terkait dengan dinamika dan
perkembangan di bidang pemerintahan, hukum dan
politik;

. melakukan  telaahan terhadap dampak yang
ditimbullkan oleh dinamika perkembangan
pemernintahan, hukum dan politik vang berpengaruh
terhadap penyelenggaraan Pemerintabhan  Daerah;
dan



d. menyusun konsep  pemikiran  telashan  bidang
pemerintahan,  hukum dan politik untuk
disampailkan kepada Bupafti sebagai  bahan
perbmbangan kebijakan wvang perlu diambil dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
=tal Ahlli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembanguanan
Pasal 7
Untuk melaksanakan [ungsi scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2] huraf b, Stal Ahll Bupati Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai
tugas, baik diminla dan/atau tidak diminta memberikan
saran, masukan,  pertimbangan,  telashan dan
memberikan  rekomendasi  kepada  Bupati untuk
pengambilan  dan  pelaksanoan kebijolkan i bidang
ekonomi,  keuangan  dan pembongunan  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daocrah, vang meliputi;
A, PErericaIlan ]El?lﬂbHHELIHMH dacra h;
b. penataan ruang, pengembangan  prasarana  dan
serana fisik;
¢. pengembangan pervmehan dan leawasan
permukiman;
d. penpembangan transportasi perhubungan;
£, pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
. perlindungan dan pengelolaan lingllungan hidup;
g. pengelolaan kebersihan dan persampahan;
h. pengembangan inslrastrukiur kepariwisataan;
1. pengembangan potensi ckonomi Daerah;
J. perekonomian, perizinan dan penanaman modal,
k. peningkatan scktor perindustrian, perdagangan dan
jasa, koperasi dan UMEM;
l. pertanian, perikanan, pelernakan dan ketahanan
pangan;

m. pendapatan Daerah;

—_



b

. pengelolaan keuangan Daerah;

0. pengelolaan asct Daerah;
. badan usaha milik Diaerah; dan
. pengembangan pariwisata dan ckonomi kreatif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana  dimaksid

dalam pasal 7 S:af Ahli Bupali Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan, melakukan langkah kerja

sebapgm berkut:

d. mengumpulkan bahan dan data terkait dengan
perkembangan  situasi ckonomi, keuangan  dan
pembangunan sebagai bahan kajian;

b. melakukan monitoring  situasi dan  kondisi  yang
terjadi di masyvarakat terkail dengan dinamika dan
perkembangan di bidang ckonomi, keuangan dan
EJt"HﬂJHlIE.’,LIl‘.II.ﬂ'I:

¢, melakukan  telaahan  werhadap  dampak  yang
ditimbulkan oleh dinamika perkembangan ckonomi,
kewangan don  pembangunan  vang berpengaruh
lurliml.-ap penyelenggaraan  Pemerintahan  Dacrah,
duﬁ

d. menyusun konsep pemikiran  tlelaahan  bidang
ckonomi, keuangan dan pembangunan  untuk
disampaikan  kepada DBupati  sebogai  bahan
pertimbangan  kebijakan vang perlu diambil dan

cilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Stal Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
*asal 9
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢, Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan  Sumber Daya  Manusia

mernpunyal tugas, baik diminta dan/atau tidak diminta

s 1



memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahan

dan memberikan rekomendasi kepada Bupali untuk

pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam

penyelengearaan Pemerintahan Daerah, vang meliputi:

a. penyvelenpearaan pendidikan;

b. penyelengearnan kesehatan;

c. penyelenggaraan keagamaan;

d. kepegawaian  dan  pengembangan  sumber daya
ITEIL S,

¢. kepemudaan dan olahraga;

[, sosial, kescjahteraan rakyatl dan ketenagakerjaan;

g penangegulangan bencana;

h. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana:

L pemberdaysan masyarakat, perlindungan perempuan
dan anale;

J. pengembangan potensi budaya Daerah:

K. humas dan keprotokolan;

L tata laksano dan pendayagunaan aparatur,

Pasal 10

PDalam meloksanakan lugas sebagaimana  dimaksud

dulam Pasal 9 Stal Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan

dan Sumber Daya Manusia, melakukan langkah kerja
sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan
perkembangan situasi kemasyarakatan dan sumber
daya manusia sebagai bahan kajian;

b. melakukan monitoring situasi dan  kondisi vang
terjadi di masyarakat terkait dengan dinamika dan
perkembangan di  bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

c. melakukan  telaahan  terhadap dampak yang
ditimbulkan oleh dinarmika perkembangan

kemasyarakatan dan sumber daya manusia vang



berpengaruh terhadap penyelengparaan Pemerintah
Daerah; dan

d. menyusun konsep pemikiran telaahan  bidang
kemasyarakalan dan sumber daya manusia untulk
disampaikan kepada Bupali sebagai bahan
pertimbangan  kebijakan yang perlu di ambil dan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

Bagian Kelima
Tugas Lain Stal Ahli Bupati
Pasal 11
(1) Untuk melaksanakan [ungsi sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2] hural d, Staf Ahll dapat
diberikan tugas luin oleh Bupati, yang meliputi:

a. melakukan  pendampingan  dalam  perumusan
kebijakan  wmum  anggaran  (KUA) Pemerintah
Dacrah;

b, melakukan pendompingan penyusunan rencand
kerja anggaran (RKA) dan kegiatan  Perangle!
Daerah;

c. menjadi anggota tim penilaion Kinerja aparntur
sipil negara/badan  pertimbangan jobatan  dan
kepangkatan/panitin ~ seleksi  jabatan  bila
dibutuhkan;

d. membantu Bupati dalam pengendalian  disiplin
aparatur,

. mendampingi dan/atau meryjadi utusan
fmewakili Bupati  dalam menghadiri  forum,
seminar, rapat di ringkat lokal, regional maupun
nasional:

. mendampingi dan/atau mewakili Bupati dalam
membuka acara/kegiatan  kedinasan dan atau

non kedinasan:

1M



g. menyvelengearakan koordinasi pembinaan
pelaksanaan pemerintahan dan  pembangunan
berdasarkan wilavah kerja; dan

h, melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(£) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf h didasarkan pada penunjukan Bupat
melalul keputusan, perintah lisan dan/atau tulisan
sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR TV
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian kesatu
Umum
Pasal 12

(1) Penyelenggaraan tugas Stal Ahli Bupatl dilakukan
melaln hubungun kerja vang meliputi:

a. konsultatify

b. kolegial:

¢, fungsional;

d. strukiural; dan

e. koordinatif,

[4) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimalisud
pada  ayat (1)  memperhatikan  keterbukaan,

akuntabilitas dan profesional,

Pasal 13
(1) Hubungan kerjo kensultatil sebapaimana dimalesud
dalam Pasal 12 avat (1) huruf a, dilakukan untuk
meényamakan persepsi dalam melaksanakan tugas
sesual dengan kewenangan Staf Ahli,
(2] Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimalksid
pada ayvat (1) meliputi:
a. Btafl Ahli memberikan pendapat secara  lisan
dan/atan  tertulis kepada Perangkal Dacrah
terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi

tugas dan kewenangannya;

- -



b. Staf  Ahli dilkutsertakan dalam perumusan
kebijakan daerah; dan

c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dard
Perangkal Dacrah dalam penyusunan telashan
staf.

(3} Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif
selagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui  perencanaan, perumusan  telaahan  stafl
danfataun analisis  kebijakan  daerah, serta

pelaksanaan tugas dan lungsi Stal Ahli Bupati.

Pasal 14
(1) Hubungan kerja  kolegial sebagaimana  dimaksud
dalem Pasal 12 ayat (1) huruf I dilakukan untule
a. menumbuhkan rasa kebersamean doan kemitraan
dalam melaksanalkan beban kerja dan tanggung
Juwab bagl peninglatan produldifitas dan kinerju;
clin
b. mengembangkan semangat  kebersamann  dan
mengontrol  otoritorianisme  struktural  vang
LIy lrerkembang culam hubungan
struktural yang cenderung terpusat,
(2] Hubungan kerja kolegial dapat dilakulan dengan
mengutamakan  musyawarah dan  tangmungjawab

hersama,

Pasal 15

{1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1] huruf ¢, dilakukan untuk
memberikkan  peran substansial secaras [ungsional
dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati dengan
Perangkat Daerah,

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan

tugas Staf Ahli Buparti dengan Perangkat Dacrah.

ay



Pasal 16

{1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayvat (1) hurof d, dilakukan untuk
mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang
antara Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah dalam
susunan organmisasi Peranghkat Dacrah sesuai tupas
dan fungsi secarn bertanggung jawab.

(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dirmaksud
pada ayal (1) tetap memperhatikan kerja sama yang
lerpadu, harmonis, selaras dan komprehensil,

(4) Hubungan kerja struktural sebapgaimana dimalesud
pada ayvat (2) melipudi ;

d, peluksanaan tugas vang dikeordinasikan  oleh
Sckretaris Daerah;

b. pelaksanaan tugas yung berorientasi pada upaya
pencapaian visi dan misi Dacrah sesuai dengan
bidong tugas dan fungsi; dan

c. Stal Abl Bupall dan Sekretaris Daerah dapat
mengundang  kepala  Perangkat Daerah untuk
mendapatkan informasi scbagai bahan analisis

kebijakan daerah.

Pasal 17

(1] Hubungan kerja koordinatil sebagaimana dimeaksud
dalam pasal 12 avat (1) huruf e, dilaksanakan untuk
pengembangan hubungan kerja secura struktural
dan menumbuh  kembangkan semangat kolegial
yang sinergis, terpadu dan IIEI'LEII]EHIII::'pﬂ]l}’clﬂﬁﬂiﬂn
tugas Slal Ahl Bupati dengan Peranglkat Daerah.

(£) Bupati dapat meminta pertimbangan Stal Ahli
Bupati dan Perangkal Dacrah secara koordinatif

sesual tugas fungsi.



(3] Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk
menjamin  keselarasan program dan kepiatan Stal
Ahli Bupati dengan Peranglat Daerah,

(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud
pada avat [3) dilakukan cleh Stal Ahli Bupati dan
Perangkat Dearah secara koordinatil dalam [orum
koordinasi melalul kegiatan ;

a, keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan
peraturan daerah dan peraturan kepala dearah;

b. perumusan kegiatan strategis Pemerinltah Dacrah
terkait  dengan  perencanaan, pelaksanaan
pengawasan  dan evaluasi  penyelengparaan
Pemerintahan Daerah;

€. peEnyusunan rencana strategis doan program Kerja
Pemerintaoh Dacraly melalui rapat koordinasi;

d. pengintegrosion rencana program dari berbagad
instansi, lembaga dan organisasi melalui rapal
koordinasi;

¢, pembentukan  gugus  kerja/tim kerja yang
malibatlkan berbagai instansi terkait, dan

. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian  dan

pengembangan,

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Stal Ahli Bupati dengan Sekretaris
Daerah, Asisten dan Kepala Peranglat Daerah,
Pasal 18
(1) Hubungan kerja Stafl Ahli Bupati dengan Sekrefaris
Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah
dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan
dan admimstratil , asistensi, supervisi, bimbingan dan

pelatihan pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
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(2) Hubungan kerja sebagal mana dimaksud pada ayat (1)
menghasillkkan antara lain berupa  telashan dan

intervensi kebijakan.

Pasal 19

(1) Guna menunjang tugasnya, Staf Ahli Bupat dapat
melaksanakan  kegialan  peningkatan kapasitas,
koordinasi, muoniloring, evaluasi, pembinaan
pemerintahan  dan  pembangunan  wilayah  sesuai
ketenluan peraturan perundang-undangan,

(2) Dukungan anggaran kegialan sebagaimana dimalkesud
pada ayat (1} dialokasikan melalui Sub Bagian Tata

Usaha pada Bagian Umum Sekretarial Dacrah,

Pasal 20
Stall Ahli Bupati didukung eleh 1 (satu) Sub Bagian Tata
Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan stal
pelaksana untuk  membantu  operasional  kerja  dan

administrasi yang dibutuhkan Staf Ahli Bupati,

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugasnya Stal Ahli Bupati dapat
diberikan  kedudukan protokoler sesuai ketenluan serta
dukungan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan
kebutuhan,

BAB V

KETENTUAN PENUTUPR

Pusal 22
Pada saat Peraturan Bupall ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bolok Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016
Nomor 23) dicabut dan dinvatakan tidak berlalo lagi.

- -



Pasal 23
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setlap  orang  mengetahuinva, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.
Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 13 POay 2020
BUPAT| SOLOK

e
GlsmMaL

Diundangkan di Arosuka
pada langgal 1% Ve 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

LN:WL
W IRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR &
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